BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR %% d4shun 2023

TENTANG

i

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

1.

UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan keteriltuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatu%' Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 t}:ntang Sistim Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyec{erhanaan Birokrasi, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tefiltang Sistem Kerja pada

Instansi Pemerintah untuk Penyede}hanaan Birokrasi,
i

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang l:Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; E

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2i014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repiublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembéran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Taihun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarafn Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,% Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55:87) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir den;gan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang iPenetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undiang Nomor 2 Tahun
2022 rtentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Repé.lblik Indonesia Nomor
6856);

;
1
;
1
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 ;Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 l\jlomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indc;nesia Nomor 6037}
sebagaimana telah diubah dengan I;Seraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruibahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 201’? tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negafra Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahém Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477); %

Peraturan Menteri Pendayagunaan ;iAparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 'I:‘ahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi; Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Repubiik ;Indonesia Tahun 2021
Nomor 525); E

Peraturan . Menteri Pendayagunaan EAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 fahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil I;Iegara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomior 155);

Peraturan Menteri Pendayagunaan %Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahunf 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah uiltuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Iildonesia Tahun 2022
Nomor 181}; '

Peraturan Daerah Kabupaten Gorofnta.lo Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupf;lten Gorontalo Utara
Tahun 2016 Nomor 3 Tamabahain Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara 214} sebégaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupai.ten Gorontalo Utara
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peru:t)ahaﬁ atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentaéng Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupi':lten Gorontalo Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Goronitalo Utara Tahun 2019
Nomor 9, Tambahan Lembaran% Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 247);
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9. Peraturan Bupati Kabupaten Goronjtalo Utara Nomor 13
Tahun 2022 tentang Kedudukan, fSusunan Organisasi,
Tugas, -fF‘uﬁgsi dan Tata Kerja Peraiingkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Utar:; Tahun 2022 Nomor
475). ]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA APARATUR

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :
1.

SIPIL. NEGARA PADA INSTANSI PE:MERINTAH UNTUK

PENYEDERHANAAN BIROKRASI. ;

H
i

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ;
I
Daerah Kabupaten vang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara; ;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan élrusan pemerintahan
oleh Pemerintah  Daerah dan Dewan Perwakiilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan déngan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negar;a Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—i]ndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; z
Pemerintah Daerah adalah ‘Bupati sebagai {msur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yahg memimpin pi:elaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah oitonorn;
Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara; f
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara; o _ ’
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu %Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam pehyélenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; =
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok éé;jabatan tinggi pada
instansi pemerintah; :
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparaﬁur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; '

t
t
;
i
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19

|
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan )!rang berisi fungsi dan
tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan; ‘
Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Adm1n1stras1 pada instansi pemermtah,
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ;jabatan yé’mg berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publil{: serta administrasi
pemermtahan dan pernbangunan, : t
Pe_labat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung |
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publl}( serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan; i
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan. pelayanan fungsional yaing berdasarkan pada

i
t

keahlian dan keterampilan tertentu; ;r
Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparaturé: Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada intansi pemérintah;

Unit Organisasi adalah bagian dari struktur o;'ganisasi yang dapat
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, I-f’ejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional y:ang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan Iz_cetentuan perundang-
undangan; : i
Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi t(;artentu;

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung defilgan ketentuan paling
rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yané diberi pendelegasian
kewenangan; | !
Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana untuk rnelaksafmakan tugas tertentu
di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam pe:riode waktu tertentu

sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau kettiarampilan;

. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingka;t ASN adalah profesi

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerint?h dengan Perjanjian

]
¥

Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,; l
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20. Pegawai Aparatur Slpll Negara yang selan_]ut;'lya disebut sebagai
Pegawai ASN adalali Pegawal Negeri Sipil dan : Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang undangan; ;

21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang iselanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Sfang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk membeii'ikan layanan kepada
Pengguna SPBE; ' f

22. Sistem Kerja adalah Iserangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaain tugas dan fungsi
organisasi; - | ; |

23. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara ké:rja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai hparatur Sipil Negara
yang dilakukan dalam suatu sistem yang mengeéiepakan kompetensi,
keahlian dan/atau keterampilan;

- 24.Proses Bisnis adalah kumpulan aktmtas' terstruktur yang

menggambarkan hubungan kerja yang efektlf dan efisien antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai

tambah sesuai dengan tujuan pendirian orgamsas;.

: BAB II
SISTEM KERJA
Pasal 2

(1) Pasca dilaksanakannya penyederhanaan strukturi dan penyetaraan

;
i
r
t
i
i
i

jabatan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan
penyesuaian Sistem Kerja ASN. 3
{2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi

Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.

_ Pasal 3
Sistem Kerja digunakan seBagai instrumen bagi pégawai ASN dalam
- melaksanakan tugas dan iungsi unit organisasi padaéPemerintah Daerah
setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetz;raan jabatan dalam

rangka penyederhanaan birokrasi. -
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20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutr%lya disebut sebagai
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan f Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleil pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dzim digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan; 5
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang fselanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk membe;'ﬂ(an layanan kepada
Pengguna SPBE;
22, Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dgn tata kerja yang

membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaah tugas dan fungsi

organisasi;
23. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kélja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ;‘\paratur Sipil Negara
yang dilakukan dalam suatu sistem yang menge%iepakan kompetensi,

keahlian dan/atau keterampilan; §

{
F
3

24.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keiuaran yang bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasii. |
|

BAB 11 i

SISTEM KERJA

' Pasal 2 i
{1) Pasca dilaksanakannya penyederhanaan struktulf' dan penyetaraan
jabatan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan

penyesuaian Sistem Kerja ASN; E
(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pé.da ayat (1) meliputi

Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. i

4
£

Pasal 3 ;
Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi piegawai ASN dalam
melaksanakan tugas dan furigsi unit organisasi padai Pemerintah Daerah
setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetiaraan jabatan dalam

rangka penyederhanaan birokrasi. :
;
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Pasal 4

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) yaitu:

a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; |
b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja':. Perangkat Daerah;
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ASN; danf
d

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III Z
MEKANISME KERJA ;
Bagian Kesatu
Umum |

Pasal 5 !
Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; ayat (2) digunakan
sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugasi pegawai ASN untuk
mendukung mewujudkan organisasi yang efektif, lincah, dan dinamis.

Pasal 6
Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip :
a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;

c. profesionalisme; ‘

kolaboratif;
e. transparansi; dan ;
f. akuntabel. ‘
Pasal 7 ;
(1) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. kedudukan; l
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas; i
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan kinerja; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. .
(2) Mekanisme Kkerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur

pelaksanaan tugas pegawai ASN.
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-Bagian Kedua %
Kedudukan
Pasal 8

(1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 éayat (1), merupakan
penggambaran posisi kedudukan Pejabat Fungsi(;nal dan Pelaksana
dalam struktur organisasi dengan Pejabat Penilai Kixf‘lerja sebagai atasan
langsung, yang tergambarkan dalam struktur orgax{isasi dan tata kerja
organisasi. i

(2) Kedudukan Jabatan Fungsional dan Pelaksana; didasarkan atas
pertimbangan rentang kendali dan beban tugasi organisasi dalam
pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan f’elaksana.

(3) Pola kedudukan Jabatan Fungsional berdasarkan pétrtimbangan rentang
kendali dan beban tugas organisasi sebagaimana dimfaksud pada ayat (2),
yaitu:

a. jabatan fungsional ahli utama dan ahli madya begrkedudukan dibawah
jabatan tinggi pratama yang berperan selaku a;tasan langsung dan
pejabat penilai kinerja; : |

b.jabatan fungsional ahli muda berl‘:edudukan?i dibawah jabatan
administrator atau jabatan satu tingkat diatasfnya yang berperan
selaku atasan langsung dan pejabat penilai kinelje{;

c. jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fun%sional pada semua
jenjang ketegori keterampilan berkedudukané dibawah jabatan
pengawas atau jabatan satu tingkat diatasnya yéng berperan selaku
atasan langsung dan pejabat penilai kinerja. l

(4} Pola kedudukan Jabatan Pelaksana berdasarkan pefrtimbangan rentang
kendali dan beban tugas organisasi sebagaimana dim:';lksud pada ayat (2},
yaitu:

a. jabatan pelaksana berkedudukan dibawah jaba;tan pengawas yang
berperan selaku pejabat penilai kinerja; dan r

b. jabatan pelaksana berkedudukan dibawah jabatain administrator yang
berperan selaku pejabat penilai kinerja, dalam h:al tidak ada jabatan
pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrator
dalam suatu unit organisasi. |

(5) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundané—undangan, Pejabat

Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

!
i
¢
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

- Bagian Ketiga
Penugasan
Pasal 9 g

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu

dan/atau dalam tim kerja melalui penugasan, sesua1 dengan kebutuhan
organisasi, dengan mengedepankan profesmnallsme, kompetensi, dan
kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterarnpllan.

Penugasan secara individu dan/atau dalam tim;% kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Flingsional dan Pejabat

Pelaksana yang berasal dari dalam 1 (satu) unit oi:'ganisasi, lintas unit

~organisasi, lintas Perangkat Daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- ]

Pasal 10 i
Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Peja{bat Pelaksana dalam
1 (satu) unit organisasi sebagaimana dimaksud paéda Pasal 9 ayat (2)
dilakukan melalui mekanisme penetapan surat perifltah dan/atau bukti
penugasan lainnya secara tertulis ataupun elektronilic dari Pejabat Penilai
Kinerja kepada yang bersangkutan. i
Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pejal;at Pelaksana dalam
1 (satu) unit organisasi yang dilakukan melalui meikanisme penetapan
surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (i1) disertai dengan

pencantuman:

a. maksud dan tujuan penugasan;
b. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsmnal dan/atau Pejabat
Pelaksana yang akan ditugaskan; ;
c. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam
menyelesaikan ekspektasi/target kinerja; dan
d. pengaturan penugasan lainnya, untuk menunjang; efektivitas, kualitas
dan akselerasi pencapalan target kinerja yang dltetapkan
Penugasan individu bagl Pe_]abat Fungsional dan Pe_]abat Pelaksana lintas
unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah sebagaln?ana dimaksud pada
Pasal 9 ayat (2}, dilakukan dengan mekanisme pengajliian permohonan dari
Pimpinan unit organisasi dan/atau Perangkat Daeré.h pemohon /pemilik
kinerja kepada Pimpinan unit organisasi dan/atau iPimpinan Perangkat
Daerah dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelakf_sana berada, dengan
mencantumkan : ' | E

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pej%.bat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana; -é
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b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan,;
c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Funésional dan Pejabat
Pelaksana yang akan ditugaskan; dan

i
|
t

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
(4} Penetapan Surat Perintah untuk penugasan individu,Edengan ketentuan:
a. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas Limit organisasi dalam
1 (satu) Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepaia Perangkat Daerah
yang bersangkutan; dan E
b. Surat Perintah untuk penugasan individu lintais Perangkat Daerah

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. E

Pasal 11 !1
(1} Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaks;'ma dalam tim kerja
dalam 1 (satu} unit organisasi sebagaimana dimaksucfi dalam Pasal 10 ayat
(2), dilakukan melalui mekanisme penetapan surat gperintah dari Pejabat
Penilai Kinerja, dengan mencantumkan : L

a. maksud dan tujuan penugasan tim kerja;

b. ekspektasi/target kinerja dari tim kerja yang akari ditugaskan;
c. durasi pelibatan tim kerja dalam menyelesaﬂéan ekspektasi/target
kinerja; dan }l
d. pengaturan penugasan lainnya, untuk menunjar{g efektivitas, kualitas
dan akselerasi pencapaian target kinerja yang diteitapkan. |
(2) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelakseina'dalam tim kerja
lintas unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah set;agaimana dimaksud
pada Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan mékanisme pengajuan
permohonan pelibatan Jabatan Fungsional dan Pejai)at Pelaksana dalam
tim kerja, dari Pimpinan unit organisasi dan/ataL:1 Perangkat Daerah
pemohon/pemilik kinerja kepada Pimpinan unit %)rganisasi dan/atau
Perangkat Daerah dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
berasal, dengan mencantumkan : ;
a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejéabat Fungsional dan
pelaksana;
b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yan;zg dibutuhkan;
c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsionalz dan pelaksana yang

akan ditugaskan; dan '

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksané_i.

?
i
1
{
i
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(3) Jawaban atas permohonan pelibatan Jabatan Funggsional dan Pejabat
Pelaksana sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) !;berupa persetujuan
dan/atau penolakan permohonan, yang selanjutnya%disampaikan secara
terulis dari Pimpinan unit organisasi dan/atau Peranggkat Daerah dimana
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berada képada Pimpinan unit
organisasi dan/atau Perangkat Daerah pemohon/ perriilik kinerja.

(4) Surat Perintah penugasan tim kerja lintas Perangkai Daerah ditetapkan
oleh Sekretaris Daerah.

(5) Dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan §7ang mengamanatkan
pembentukan tim Kkerja ditetapkan melalui sﬁrait keputusan, maka
penetapan tim kerja dilakukan sesuai dengan ketentu?an yang berlaku.

‘ " Pasal 12 ,
(1) Susunan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasial 11, terdiri atas:
a. ketua tim; dan I
b. anggota tim. l

(2) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat%i (1) huruf a, dapat
berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jal;atan Administrator,
Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana. _

(3) Dalam hal dibentuk tim kerja lintas unit organisfasi dan/atau lintas
Perangkat Daerah, ketua tim diutamakan berasal ;:iari unit organisasi
dan/atau Perangkat Daerah pemilik kinerja. *

(4) Jumlah tim kerja disesuaikan dengan kebutuhan dangbeban tugas.

| ~ Pasal 13 ;

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksanafdilakukan melalui :
a. Penunjukan; dan ’

b. Pengajuan sukarela. i

(2) Penugasan melalui penunjukan sebagaimana dimai{sud pada ayat (1)
merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fun!gsiorial atau Pejabat
Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi
untuk melaksanakan kinerja tertentu. | I

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada iayat (1) merupakan
penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana ata$ dasar permohonan
aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana ‘untuk melaksanakan

kinerja tertentu.
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(4) Pengajuan penugasan sukarela untuk lintas unit _E)rganisasi dan/atau
lintas Perangkat Daerah bagi Pejabat Fungsionéﬂ atau Pelaksana,
dilakukan berdasarkan persetujuan atasan langsiung/ Pejabat Penilai
Kinerja. _
(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat

Penilai Kinerja. |

Pasal 14

Dalam hal dan keadaan. tertentu, Pejabat Fungsionall dan Pejabat Pelaksana
dapat ditugaskan secara individu dan/atau tim kerja Lfntuk melaksanakan
tugas yang bersifat insidentil sesuai kebutuhan organisas:i.

‘

Bagiam Keempat

T

Pelaksanaan Tugas
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Pasal 15 ;

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana atas
penugasan yang diberikan meliputi pelaksanaan tugaé dalam 1 (satu) unit
organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Perangkatj Daerah.

(2) Pelaksanaan tugas da}am 1 (satu) unit organisasi sebiagaimana dimaksud

i

pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan : ‘5

a. untuk pelaksanaan tugas secara individu, Pejabat Fungsional
melaksanakan tugas sesua1 dengan ketentuan but1r kegiatan Jabatan
Fungsional masing-masing, yang diselaraskan dengan tugas, fungsi,
dan kinerja unit orgamsa31 dengan memperhaukan arahan dan
strategi pimpinan ‘unit (;rganisasi serta perencanai:an kerja yang telah
disusun; : | E

b.untuk pelaksanaan ti.lgas secara individu, §Pejabat Pelaksana
melaksanakan tugas sesuai uraian tug.as Jébat%an Pelaksana yang
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja un:it organisasi dengan
memperhatikan arahan dan strategi pimpinan Uii’lit Organisasi serta
perencanaan kerja yang telah disusun; dan i

¢. untuk pelaksanaan tugas dalam tim kerja, dllakukan dalam hal tugas
yang dilaksanakan memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat
Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam Un}t Organisasi, dengan
arahan dan strategi pimpinan Unit Organisasi dan dalam pelaksanaan
tugasnya dapat berkoordinasi dengan Pejabat :lain atau tim kerja

lainnya, ]
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(3) Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi atau lintas

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat i_(l), dilakukan dalam

hal tugas yang dilaksanakan memerlukan keterlibéltan dan kolaborasi

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana liritas Unit Organisasi

atau Perangkat Daerall, dengan arahan dan strz%tegi pimpinan Unit

Organisasi pemilik kinerja dan dalam pelaksanaian tugasnya dapat

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lainr!lya.
|

Pasal 16 ;

(1) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan l:iembagian tanggung
! -

jawab antara Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua

Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja.

(2) Tanggung jawab Pejabat. Penilai Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mel_iputi :
a.
b.

menyusun dan menetapkan road map dan rencana kerja organisasi;

- L4 I L4 L .
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan
1

L
b
'
i
H
|

strategi dan tujuan organisasi;

. memastikan Kkesiapan dukungan infrastruktullf, tata kelola, dan

sumberdaya yang optimal; j

. memastikan pengambilan keputusan yang tepat d:;m efektif; dan

. memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi
. |

. . . t
antar unit organisasi. =

(3) Tanggung jawab Pimpinan Unit Organsiasi sebagaimiana dimaksud pada

ayat (1), meliputi: |

a.
b.

C.

€.

menyusun dan menetapkan rencana kegiatan; 'f
menyediakan dukungan sumberdaya untuk pélaksanaan kegiatan;
memberikan arahan terpadu, input, dan feedba:ck atas pelaksanaan

kegiatan; '

. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksaniaan tugas antar tim;

dan
|

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan thlgas tim.

(4) Tanggung jawab Pimpinan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:
a.
b.

c.
d.

menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,

dan/atau keterampilan;

melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

memberikan umpan balik berkala kepada anggota itim;

i
{
i
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e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepéada pejabat penilai
kinerja dan pimpinan unit organisasi yang befrsangkutan sebagai
bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabglat fungsional dan
pelaksana; dan

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.

(5) Tanggung:jawab Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi; |

a. menyusun rencana Kerja individu; ;

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim:; dan

i

c. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim. !
l
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas
Pasal 17

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu

melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kei)ada Pejabat Penilai
Kinerja/atasan langsung. E
Pasal 18 e
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas}, Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan seba!gai anggota tim
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim, r
(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan Esebagai ketua tim
melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepac!a Pimpinan Unit
Organisasi dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah secajra berkala.
(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu [! berwenang untuk

meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota t1m kerja.

E

Bagian Keenam ‘

Pengelolaan Kinerja
Pasal 19

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat f"elaksana baik yang

bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdir:i atas:
a. perencanaan KkKinerja yang meliputi penetapén dan klarifikasi
ekspektasi; ' :
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kiﬁerja yang meliputi
pendokumentasian kinerja, pemberian umpan bal{k berkelanjutan dan

pengembangan kinerja pegawai;
KHBAN KABAG
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(2)

(3)

(1)

i

¢. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja peégawai; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang nieliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganzketentuan peraturan
perundang- undangan yaﬁg mengatur mengenai ' pengelolaan kinerja
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
Ketentuan mengenai pengelolaan kinerja diatur lebih lanjut dengan Surat

Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh i

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan KomL:lnikasi

~ Pasal 20 ;
Perangkat Daerah mengufamakan layanan adminiistrasi pemerintahan
berbasis elektronik mekdui pemanfaatan aplikasi SﬁBE yang terintegrasi

dalam mendukung Sistem Kerja Perangkat Daerah.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi

(3)

(1)

()

(3)

umum berbagi pakai.

Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi danikomunikasi dalam
mendukung Sistem Keija dikoordinasikan oleh tlm koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah. | ;
BAB IV
PROSES BISNIS
Pasal 21 %

Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi: Pemerintah Daerah

untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
Perangkat Daerah dan/atau antar unit organisasi Peraingkat Daerah,
Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dima:ksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal .18, Pemerintah Daerah dan/ atéu Perangkat Daerah
melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisni:s.

Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melaluzi reviu dan evaluasi

dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasicjinal prosedur.

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada! ayat (3) dilakukan

terhadap: ;
a. peta sub proses;

b. peta relasi;

c. peta lintas fungsi; dan/atau

d. peta level 1 dan turunannya.
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(5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis II;stansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan a1yat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarflgan.

| BAB V |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan;gkan.

{
i
!
i
13
i
i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penéundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara. :
1
E

Ditetapkan di Kwai_ndang
|
Pada tanggal 19 @ptmbt- 2023

/{/BUPATI GORONTALO UTARA,

|

Diundangkan di Kwandang

Pada tangggl %9 Sertals-2023

1
1
;
'
i
H
i

SEKRPFARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

!
L
Sy, AN LAKORO :

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHI;JN 2023 NOMOR §Y4¢
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: PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
@ BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Alamat : J1. Kusno Danupoyo Kompleks Blok Plan Kwandan g Kode Pos 96252
M bkppgorut@gmail.com [T bkpp gorut r@ bkpp_kabgorut

TELAAHAN STAF
Nomor : 900/5"F?/349/’x/ 2023;
TENTANG
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANDATANGAN RANECANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM KERJA APARATUR :SIPIL NEGARA

b e e

I. Persoalan : bahwa berdasarkan surat Direktur Jiendral Otonimi Daerah
Kementerian Dalam Negeri nomor 160.2.2.452.0TD tentang
pedoman teknis penyesuaian sisten_:ll kerja pada instansi
pemerintah daerah memerintahkan %Kepala Daerah untuk
segera membentuk peraturan KepalaEDaerah tentang sistem
kerja aparatur sipil negara sebagaim;;na amanat Permenpan
RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistiem kerja pada instansi

Pemerintah :

II. Praanggapan : 7 i

Bahwa peraturan Bupati tentang tSistem Kerja Aparatur
sebagai pedoman pemerintah ‘daert‘ah untuk melakukan
penyesuain sistem kerja untuk penyedé:rhanaan birokrasi

III. Fakta : bahwa di Kabupaten Gorontalo ljtara belum dibentuk

peraturan bupati tentang sistem kergja praratur Sipil Negara .

i
|

IV. Analis bahwa peraturan bupati tentang sistém kerja Aparatur Sipil
Negara® perlu dibentuk namun éebelum pembentukan
ranperbup tersebut terlebih dahulu ditéentuk tim transpormasi
manajemen yang bertugas untuk Emenyusun rancangan
peraturan Bupati dimaksud. '

V. Simpulan : perlu dibe ntuk peraturan Bupati tentalflg sistem kerja Aparatur
Sipil Negara dengan terlebih dal];lulu membentuk tim
transpormasi manajemen yang bertugafs menyusun rancangan
peraturan bupati dimaksud .

VI. Saran : bahwa berdasarkan 'pertimbangan éebagaimana dimaksud
diatas maka dimohonkan kepada Bépak Bupati Gorontalo

Utara berkenan kiranya untuk dapat :


mailto:fVjbkpp2onit@gTnail.com
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1. Menetapkan surat keputusan tentang tim transpormasi

manajemen ,

2. Menetapkan peraturan Bupati tentalng sistem kerja Aparatur

i

Sipil Negara. ;

%
Demikian telaahan ini di sampaikan dengan harapan kiranya beroleh
persetujuan sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut dari bapak,

atasnya kami Ucapkan Terima Kasih.
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Kwandang, aq September 2023

BADAN KEPEGAAL
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